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MT]NGANGKAT KASUS POLITIK AKTUAL DALAM
PEMBELAJARAN PHNDIDTKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh: Sunarso
(FISE - INY)

Abstrak

Materi untuk pembelujuran Pendidikan Kevarganegaraan
(PKN) erat sekali hubungannya dengan kajian dalam bidang politik
Sedangfun kajian dalam bidang ilmu polit* sangat dipengaruhi oleh
perkembangan realitas politik di slt ttu negara baik yang masuk dalam
wilayah supra sltuklur politik maupun yang masuk dalam infra
slruklur politik.

Pembelajaran dan kajiun PKN yang mengabaikah
perkembangan dan dirumika politik akan kehilangan kontekrultas,
kehilangan dayu tarik, serta kur.tng bermanfaal bagi pese a didik
Oleh karerc itu, penahaman dan penguasaan petgampu Pendidikan
Kewarganegaraan pada berbagai persoalan politik beserta dinamika
dan perkembangannya merupokan suatu keniscdyaon.

Perdahuluan

"Kebesaran sualu negara lidak dinilai dsri tingginya
pendapatan nasional maupun benteng-bentengnyo yang hnl
dan hebat, alaupun da bangunan-bangunan yang indah dan
megah, melainkun horya dari orang-orangnya yang terdidik dan
le otih baik, yang beradab dan berakhlalc )'ada orang-orang
inilah negara mendapalktrn kekualan yang sebenamya" (Martin
Luther King).
"Negara yang baik bisa dipelthota jikt dikelola oleh
pemerinlahon yang baih dan petne ntah mehjadt haik jika
berada di langan orang-orang lerbaik" (IEe Hsten liong).

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan
pes€fia didik menjadi wsrga negara yaog memiliki komitmen kuat dan
konsisten untuk mempertahankan Nega@ Kesatuan Republik
lndonesia. Hakikat negara k€satuan Republik Indonesia adalah negara
kebangsaan modem. Negara kebangsaan mdem adalah negara yang
pembentukannya drdasarkan pada semangat kebangsaan - atau
nasionalisrne - yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun

Mengong*zt K&ms Politik A*tual datan Penbehjdrcn Pedidikan Kevtarga- 63
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masa depan b€rsama di bawah satu negara yang sama walaupun warga
masyarakat ters€but berbeda-beda agama, ras, etnik, atau
golongannya

Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi
sistem pemenntahan otonter yang membungkam hak-hak warga
negara untuk menlalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara- Kehidupan yang demokratis di dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,
p€merintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan p€rlu
dikenal, dimulai, diintemalisasi, dan diterapkan demi kejayaan bangsa
dan negara lndonesia

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila
dijaga oleh warga negara yang demokratis Warga negara yang
demokatis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu,
tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama
dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang cerah
Sesungguhnya, kehldupan yang demokratis adalah cita-cita yang
dicerminkan dan diamanatkan oJeh para pendin bangsa dan negara
ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan
UUD 1945

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidrkan
memiliki pennan dan tanggung lawab yang sangat p€ ing dalam
mernpersiapkan warga negara yang memilikr kornitmen kuat dan
konsisten untut mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia Upaya lang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan
prognm pendidikan yang membenkan berbagai kemampuan sebagai
seonng \rarga negara melalui mala kuliah atau mata p€lajaran
Pendidikan Kewargneg?traa'J' (C tt Eenshp).

Pendidika.n Kewarganegaraan (Ctrenshtp) merupakan mata
kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang bemgam dari
segi agama, sosio-kultural, bahasa usia- dan suku bangsa untuk
menJadr \ 

"rga 
negar-a Indonesia yang cerdas, terampil, dan

berkarakter yang dllandasi oleh Pancasila dan UUD 1945

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Fungsi Pendldikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana
untuk memb€ntuk warga negara yang cerdas, terampil, dan
berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan
merefleksikan dirinya dalam keblasaan berfikir dan bertindak sesuai
densan amanat Pancasila dan UtlD 1945
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Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memberikan
komp€tensi sebagai berikut:
l. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan
2 BeDartisipasi secara aldif dan beftanggung jawab, dan bertindak

secaB cerdas dalam kegiatan bermasyankat, beftangsa dan
Demegam.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan pada karakier masFrakat Indonesia agar dapot hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lain.

4. Berintenksi dengan bangsa lain dalam p€rcatuan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003: 3).

Substansi Materi Pendidikatr Kewarganegsraatr

Berdasar hasil studi di berbagar negara, Print (1999: 12)
berpendapat bahwa isi Pendidikan Kewarganegaraan yang prinsip
adalah;
I Hak dan tanggungjawab warga negara.

2. Pemerintahan dan lembagalembaga.
3. Sejarah dan koostitusi.
4. Identitas nasional.
5. Sistem hukum dan rule oflaw.
6. Hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial.
7. Proses dan prinsiFprinsip demokrasi.
8. Partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan.
9 Wawasanintemasional.
l0 Nilai-nilai dad kewarganegaraan yang demokatis.

Waterwoth (1998: 3) mengemukakan tentang b\Iit-bluli concepl
ofcilizenship dan wafga negara yang baik, yaitu:
I Menghargai warisan budaya masyarakatnya
2. Menggunakan hak pilih.
3 Menghormati hukum dan norma-norma masyaBkat
4. Memahami bedagai Foses politik dan ekonomi.
5 Menggunakan hak berbicara.
6. Memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dan masyarakat
7. Peduli terhadap lingkungan lokalnya.

Mengangkat KaeIJ Politik Aktual dalan Penbelajarat Pehdiditun Kewarga- 65
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Sedangkan Abdul Azis Wahab (2000: 5) m€ngemukakan
sepuluh pilar demokrasi lndonesia yang harus menjadi pnnsip utama
pengembangan Pendldikan Kewarganegaraan, yaitu:
I Konstitusionahsme
2 Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
3 Kewarganegaraancerdas
4. Kedaulatan rakyat-
5. Kekuasaan hukum
6. Hak asasi manusia
7 Pembagian kekuasaan
L Sistem peradrlan yang bebas

9 Pemenntahan daerah
l0 Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial-

Berdasarkan uraian di atas diperoleh gambaran tentang
keragaman luasnya cakupan maten dan penataan Pendidikan
Kewarganegaraan dalam kurikulum Hal ini bukanlah sesuatu yang
harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasamya adalah suatu
pilihan Dilihat dari srjdut keilmuan, standar materi mata pelajaan ini
tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah
Indonesia sendin mempunyai pengalaman mengenai sering diubahnya
isi materi mata kuliah ini, seinng dengan pergantian rezlm
sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya- Dari sekian
banyak mata kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan
materinya sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
(Muchson,2003)

Pusat kurikulum Depdiknas lewat konsep KBK
Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs, serta SMA dan MA
tahun 2003, mengajukan ciwc knowledge tterupa aspek berbangsa dan
bemegara yang terdiri dari sub aspek
I Persatuan bangsa;
2 Norma, hukum dan peraturan;
3. Hak asasi manusra,
4. Kebutuhan hidup warga negara,
5 Kekuasaan dan oolitik:
6. Masyarakatdemokratis;
7. Pancasila dan konstitusi negara,
8 Globalisasi (Cholisin. 2004:18)

Aspek-asp€k dari pengetahuan kewarganegaraan di atas pada
dasamya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga
negaia dalam kehidupan berbangsa dan bemegara yang demokratis
Dari 8 aspek tersebut yang terkait dengan pilar polilik adalah aspek
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No. 5, Kekuasaan dan
Demokratis, yang bila
berikut:

Politik, sena aspek No.
diuraikan unsur-unsumya

6, Masyarakat
adalah sebagai

solusi yang
juga bagi

Kekuasan dan Politik a. Pemenntahan daerah
b. Pemerintahan pusat
c. Kedaulatan rakyat dan sistom politik
d. Otonomi Daerah
e. Budaya politik
f. Sistem politik
g. Sistem pemeriniahan

Masyarakat
demokatis

a.Tanggung jawab dan toleransi
b Keputusan bersama
c Hubungan yang demokratis
d Hakikat demoknsi
e Budaya demokrasi
I Peranan pers dalam masyarakat

Beberapa Eal yang Perlu DipcrtimbrDgkrtr drtsm MeDilih l&!ul
Kasus am pembelajaran pKN

bidangpoliti al s€bagai berikut:
1. Relevan
2 Aktual dan menadk perhatian publik;
3. Mampu memotivasi pes€rta didik untuk menggali infomasi yang

lebih dalam;
4. Rujukan yang digunakan untuk mengurai kasus harus aktual dan

dan bisa dipertanggungjawabkan;
5. Penanganan kasus mampu menawerkan altematif

menc€rahkan, bagi peserta didik, bila nugkin
masyarakat;

6. Altematif solusi diharapkan bersifat obyektif, rasional, dan
bermanfaat;

7. Analisis kasus dikaitkan dengan filosofi pancasila.

Beberapa Contoh Kasus BidaDg Politik

l. Konflik Intemal Partai
([;umbe/: Litbang Kompar, 2002)

. .Konflik inteml partai bukan hal yang baru dalam sejarah partai
politik di lndonesia. Sudah wjak zaman p€merintahan So€karno.

Merga,tglot Katus I'oliti* Aktwl dalan penhehjdratt pendidikat, KewftEo_ 67
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a. Konflik Int€rnal Partai Golkar:
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sedangkan kelompok kedua menginginkan Megawati lebih
berkonscntrasi s€bagai wakil presiden saja.

c. Konflik Internal Partai PPP
l) Mentelang pemilu 199? rebutan kursi calon legislatif yang

menjurus ke sahng pecat di berbagai daerah, tertadi di Riau da;
Sulawesi Selatan.

2) Semasa. Habibie menjabat presiden banyak kader ppp yang
keluar dan mendirikan partai baru, seperti pKB, pAN, p;rt4i
Keadilan. dan PBB.

3) Januari 2002 PPP pecah, Zainuddrn MZ mendirikan pa.tai
Persatuan Pembangunan Reformasi.

d. Konflik Internal PKB

2) Setelah Matori menjadi menteri, ia menyatakan djri sebagai
ketua umurn PKB yang sah (30juli 2001).

3) Dalam muktamar luar biasa di yogyakarta digelar 20 Januari
2002, akhimya Alwi Shrhab rerpilih sebagai ketua umum pKB.

e. Konflik Internal PAN
Sebanyak 16 anggota pan, antara lain Faisal Basri dan Bera

Hasibuan, pada tanggal 2l Januari 2001 mundur dari Dartai karena
merasa PAN ttdak lagr sesuai dengan platform panai

f. Konflik Internal Partai Keadilsn
l) Presiden PK Nurmahmudi Ismail 3 Mei 1999 mundur dari pK

karena hendak bekerja sepenuhnya sebagai pegawai negeri
Namun Nurmahmudi menolak bila dikatakan mundur karena
hendak bergabung dengan pKB

2) Massa PK l0 November 2000 berunjuk rasa meminta
oengembalian dana sebesar Rp 2,8 milyar yang disimpan di
Baitul Mal vat Tamwil.

Me ga gkat K^rs Politik Akttnt.jstan penbetdiora pen/lidi*ot, Keworya_ 69negaman (Suna$o)



2. DPR dan Fungsi Legislasi
(Sumber: lrulonesru dalam K stl, Si\ilia Srisuwasluli)

Kebiasaan t(ip tanda tangan pertanda hadir bukan monopoli
mahasiswa yang sedang malas, tetapi juga anggota DPR. Lihatlah

daftar hadir rapat paripuma pengesahan UU Ketenaganukliran pada 26

Februari 1997 Tak kurang dan 317 bans nama terbubuh tanda tangan,

namun yang hadir secara fisik dalam rapat itu taklebih dari 75

anggota Begitu pula saat UU Tindak Pidana Pencucian Uang

disahkan tanggal 25 nrarct 2002, sebanyak 260 dan 309 anggota

m€nyatakan kehadirannya hanya dengan tinta. Tindak k mtnal atau
perbuatan amoral telah berlangsung di gedung parlemen: pemalsuan

tanda tangan atau berbohong-
Perilaku buruk ini sempat menyerap perhatian publik. Tak

mengherankan bila DPR dicap tak pemah bisa optimal menyalurkan

aspirasi rakyat Jajak pendapat Kompas 10juni 2002 mengungkapkan

nngkat ketidakpuasan masyarakal terhadap kineda DPR terus

menguat Bila pada Agustus 2000 sekita. 52,5 persen dari 1569

responden menyatakan tidak puas. maka pada Mei 2002 tingkat
ketidakpuasan naik menjadi 81,0 persen dengan 830 responden

Begltu kekuasaan Soeharto berakhir, aktualisasi fungsi DPR

bergeser Bila pada masa Orde Baru lembaga ini tak lebih dari rukang

stempel pem€rintah, kini DPR cenderung berkonsentrasi pada

fungsrnya sebagai pengawas kebijakan pemerinrah. Hal ini
dipertontonkan kepada rakyal, melalui siaran televisl dalam masa

pemerintahan Abdunahman wahid. Rapat paripuma pengambilan

keputusan untuk membentuk Pansus Bulog I pada 5 september 2000,

misalnya, dr;ejali anggota yang antusias maupun yang m€nentang

Konsentrasi pada fungsi pengawasan ini mengendorkan fungsi

lainnya Salah satu adalah fungsi legislasi, fungsi membuat UU Fakla
ini banngkali bisa rnenlelaskan. Sejak tahun 1966 hingga 2001

terdapat 493 undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan DPR.

Rata-rata 13 sampai 14 undang-undang per tahun. Itu masa lalu.

Tahun 2001 drtargetkan penetapan 30 undang-undang dan menyusun
40 RUU. Nyatanya harrya 22 W yang ditelapkan s€panjang tahun

2001 Dalam hal penyusunan RUU, hanya 9 RUU dari 58 buah
pnontas yang akhrmya menjadi UU

Indikasi fungsi legislasi yang belum opiimal ini dip€thhatkan
pula oleh minimnya RUU inisratifDPR Dari 493 UU yang dihasilkan
selama 35 lahun, haDya 8,1 persen yang merupakan inisiatif DPR

Selang waktu 1966-1972 merupakan rnasa yang menghasilkan usulan
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terbanyak, tapi 20 RUU imsiatif akhirnya kandas di tengah jalan.
Hanya tuJuh usulan yang berhasil disahkan menJadi UU.

Fungsi legislasi untuk menciptakan UU yang benar-benar
dibutukan rakyat banyak tampaknya jauh dari optimal DpR hasil lima
kali pemilu, sejak tahun l97l sampai 1992, adalah DpR vakum
mutlak dalam urusan ini. Tak satu pun usulaD inisiatif dalam 25 tahun
itu. Sepanjang itu pula hak inrsiatif hanya dikenal dalan buku-buku
pefaJaran s€kolah. Ia baru muncul lagi dalam tahun 1997-1999. Lima

inisiatif DPR mengatur politik dan keamanan. Dua tentang ekonomi,
keuangan, dan industri Hanya satu RUU yang menyangkut
kesej a hteraan rakyat.

jadi alasan
mengapa RUU banyak datang dari pem€rintah Narmm, amandemen
UUD 1945 yang memberi porsi besar kepada dewan temyata juga
bukanjaminan membaiknya kinerja DPR dalam fungsi legislasi.

3. DPR di Mata Publilg Masih Meoged€psnkro Kep€ntirgan
Partai dan Pribadi

(Sumber: Indonesia Dalam Krisis, Nurul l;atchnti)
Sungguh besar harapan rakyat terhadap DpR hasil pemilihan

[Jmurn i p€milu yang dianggap
Paling d rkuasa, anggota DPR kali
rnr mem dipandang lebih baik dari
pada yang pemah ada sebelumnya Dari segi pendidikan formal 83 %
adalah lulusan f,€rguruan tinggi. Proporsi mereka yang berusia muda
berumur di bawah 50 tahun, jga cukup besar mencapai 43 yo dari
seluruh anggota

serta menampung dan menindaklanjuti berbagai aspirasi dan

Me ss|ghat Kasus Polttik A*|'EI claldn l,enbetd.jaru t'endidikan Kevorga- j l
nesarual (sunaln)

Kewenangan eksekutif mengusulkan RUU bisa 



p€ngaduan masyarakat, seyogyanya lembaga ini lebih mengutamal'.an

kep€ntingan rakyat.- 
Menjelang tiga tahun masa jabatannya pada I oktobq 2002,

DPR secan akumulatif telah menetapkan sekurangnya 60 UU, tetepi

yang lahir dari tangan lembaga ini. Padahal mengacu pada Perubahan

iertama UUD 1945 Pasal 20, kekuasaan membuat UU sudah bergeser

terpelasi, hak angket, dan
pemerintahan Presiden

hak interpelasi sebanyak

dua kali: terhadap pembubaran Departemen Penerangan dan

Departemen Sosial, serta pencopotan Jusuf Kalla dan laksamana

Sukardi dari jabatan menteri.
Hak lain yang pernah difungsikan adalah hak angket dalam

relah melanggar Pasal 35 UUD 1945, empat Ketetapan MPR, dan dua

UU
DPR terhitung rajin nemb€ntuk berbagai panitia khusus di luar

ke *aktu.
i legislatif DPR, misalny4 lebih dari
ketidakpuasan mereka terhadap kerja
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2) Usaha pemberhentian gubemur BI Syahril Sabirin Pr€siden
mengusulkan Anwar Nasution s€bagai penggantinya DPR
dalam rapatnya 6 Juni 2000 memutuskan bahwa Syahril Sabirin
tetap dip€rcaya menjalankan tugasnya sebagai gubemur Bl
sampai pengadilan memutuskan kgsalahannya secara ltridrs

3) Presiden mengusulkan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor
XXVMPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Dinyatakan
Terlarang, serta larangan kegiatan untuk menyebarkan
Komunisme, Manisme, dan Leninisme Beb€rapa anggota DpR
dari partai lslam menolak keras usulan tersebut. Tanggal 29 Mei
2000, semua fraksi MPR, termasuk FKB, menolak usulan
pencabutan Tap MPRS tersebut

4) Presiden mengusulkan calon Ketua MA, yakni Bagir Manan,
dan Muladi (l Januari 2001) mengundurkan diri. Presiden
meminta DPR untuk mengajukan calon di hur keduanya.
Komisi II DPR tetap pada pendiriannya men€tapkan muladi dan
Baglr Manan sebagai calon Ketua MA. Akhimya presiden
m€ngalah pada 5 Mei 2001 m€milih Bagir Manan sebagai Ketua
MA

5) Tanggaf 24 Aptil 2000, presiden memberhentikan Jusuf Kalla
dan laksamana Sukardi dari jabatan menteri Tanggal 29 Juni
2000 DPR menyetujui hak interpelasi berkaitan dengan
p€mecatan tersebut. Kepercayaan DPR k€pada presiden
semakin runtuh. Sebanyak 151 anggota DPR mengajukan usul
p€nggunaan hak interpelasi menganggap presiden sungguh-
sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh
UUD dan ketetapan MPR.

5. Pers€teruatr MA dan KY
(Tajuk Rencaru, Kompa; 29 Juni 2006)

Saling kitik dan adu argumen di antara dua lembaga negara
merupakan hal yang wajar, apalagi dalam negara demokasi. Namun,
syaratnya harus ada perbaikan. Perseteruan antara Mahkamah Agung
(MA) dan Komisr Yudisial (KY) di depan Mahkamah Konstitusi
(MK) S€lasa 27 luni 2006, kedua l€mbaga itu saling melancarkan
kitik dan argumentasi saat persidangan uji maten UU Ky Terasa
sekali adanya perbedaan yang tajam dr antara kedua lembaga tinggi
negara itu- Bahkan, perbedaan itu mengarah pada rasa superioritas
satu lembaga atas lembaga yadg lainnya sehingga kedua lembaga rtu
bukan menjadi lembaga yang saling menopang, tetapi justru
sebaliknya, saling mencurigai
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6, MA-MK-KY, KEKABURAN KONSTITUSI

Mengang*at Kai'rJ Potitik Akl ot daton penbetajamt pendidlkan Kewarya_ ,15
negoraot (Su'nufi)

I

I



hubunsan antara kedua produk Masalah ini dapat diselesaikan

i.joiullaun politik: kesepahaman MA-MK dan KY' revisi legislasi'

atau amandemen konstltusl-
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drsedai atau tanpa kalimat "segera masuk penjara,'. Ini menuut Ky
untuk menilai judicial drsconduct, s€p€fti bersikap parsial dalam
menangani perkan. Rekaman persidangan, jika ad4 dan berita acara
sidang dapat diperiksa untuk menengarai perilaku hakim. Memang,
persinggungan tak mudah dihindari.

Hubungan konitilusi Jegislas i

Indonesia mencoba mernerdekakan diri qan
pendilan di balaah satu atap, masing-mas
mungkin dinilai belum cukup. Tetapi

Mengangktt Kas s Politik A|tual dalsn pembetajaratt pendidi*an Kewaryd_ 77
neg$aan (Sunajso,



indep€ndensi, sepe.ti akuntabilitas profesional dan institusional, akan
m€nJerumuskan hakim ke tiranr profesi pengadilan dan preradilan
memang kompetansi hakim, tetapi keadilan adalah domain semua
orang.

7. Kembali k€ UUD 1945 Antidemokrasl
(Adnan B yung Notutttn, Kompus, I0,hli 20061

Sikap yang menuntut kembali ke UUD 1945 yang ,,asli" atau
Yang tegralistik

utar J akang, ke
(Ord Pancasrla

(Ord€ Baru) yang anti demokrasi. Banyak hasil penelitian ilmiah
menunjukkan, UUD 194 memiliki kelemahan atau cacat konseptual
bagr pegangan berbang dan bemegara. Hasil penelitian Adnan
Buyrng Nasution yang dituangkan dalam disertasi di Universitas
Utr€cht, Belanda, juga dapat dilihat dari para ilmuwan FH UI, yaitu
Dr, Benny K. Harman, Dr. Margarito Kamrs, Dr. Aidul Fitri, dan yang
dalam proses penullsan oleh sdr. Aulia Rahman, SH

Ke|enahan konseptual
Adanya pro dar| kont.a amandemen UUD 1945 dilihat dari

Keligo, hilangr'ya eksi upaya mengubah
sila keempat Pancasi pin oleh hikmah
kebij aksanaanh dalam

pemb€riar suara pada pemilu. Dengan diprlihnya presiden oleh MpR,
kedaulatan rakyat habis dipegang dan dlalankan oleh presiden
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Konsekuensinya presiden memiliki KeweDangan yang luas dantakt€rbatas.

Se1 ara h ketalane ga raan

Mengongklt K.rn's politik Atfinl datan penbehjaru!, pendiAko Kewarga_ 79,egaraar, (Sunarso)



karena ada kepentingan politik darr kalangan militer dan pendukung
Soekamo.

Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 rnelalui Dekrit 5
Juli 1959, timbul kembali pemerintahan otoriter di bawah panli
Demokrasi Terpimpin Soekamo dilanjutkan rezim otoriter Orde Baru
Soeharto dengan panji Demokrasi Pancasila Dalam masa
pemerintahan transisi baik di zaman Habibie, Abdunahman Wahid,
dan Megawati sebelum Pemilu 2004, krta menyaksikan belapa
lemahnya UUD 1945 mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara
karena sifatnya yang multi-interpretasi Pemegang kekuasaan negara
bisa melakukan berbagal distorsi dan devisiasr nilai-nilai demokrasi
dan sistem pemerintahan

Kita pantas khawatir, jangan-jangan dewasa ini kita menghadapi
pengulangan sejarah, adanya sisa-sisa kalangan militer dan pendukung
Soekamo yang menghendaki kembalinya "Demokrasi Terpimpin',.
Dulu mereka berhasil menjegal Majelis Konstituante dengan memakai
"pedang" Dekit 5 Juli 1959. Atau pendukung So€harto yang
menghendaki kembalinya "Demokrasi Pancasila" yang dengan
landisan ULID 1945 yang "mumi dan konsekuen" berhasil berkuasa
selama 32 tahun. Tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 jelas diwarnai

dan totaliter yang
ehilangan" atau tak

uuD 1945 hasil amandemen 
itik dalam konteks

Mengandung kelemahan
UUD 1945 hasil amandemen telah m€mberikan tatanan

kenegaraan yang leblh baik meski ada beberapa kelemahan. Kemajuan
yang telah dicapai t€lah memberikan p€rlindungan terhadap hak asasi
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kontradiktif, dan memungkinkan multitafsir Namun, adanya
kelemahan tersebul tidak bcrarti kita harus kembali kepada UUD
1945 Komisi konstilusi perlu dibentuk kembali guna merancang draf
komprehensif amandemen UUD baru d€ngan struktur dan sistematika
yang lebih baik, yang tegas danjelas mengacu kepada konsep negara.

Demokrasi Konstitusional, sepenl diintroduksl Hatta dan Yamin,
yaitu yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan,
menegakkan supremasi hukum, pembagian kekuasaan yang jelas
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politika), pertanggung-
jawaban pmerintahan pada rakyat Qtuhlic accountahilily), dan
dihormatinya hak asasi manusia Konsep ini merujuk pada cini-ciri
yang bisa ditetapkan secara eksplisit atau bisa dianggap bagian intrl
dari nilai konshtusional sebagai cita-cita yang selalu merupakan\
yanahle achreyemenl. Demokratisasi di Indonesia harus berlangsung'
pada dua dalaran sekaligus, yaitu dalaran konseptual dan dataran
praksis agar tidak tambal sulam.

E. UU Kewargan€garaan (Ketika Paradigma Berubah)
(Humid Awaludin. Konrys, 25 Jult 2006)

Sebuah kepastian telah muncul Garis demarkasi antara "kami"
dan "mereka" telah dikubur. Kini hanya ada sebuah perahu
kebersamaan, bernama Indonesia Itulah UU Kewarganegaraan yang
baru, menggantikan UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958
Para wakil rakyat bersama pemerintah sepakat, diskriminasl etnis dan
jender yang diteguhkan UU lama harus menjadi masa silam bangsa.

Puradtgma haru
UU Kewarganegaraan yang baru tidak sekadar mengatur siapa

dan bagaimana cara menjadi warga negara dan kehilangan status
kewarganegaraan Sebagal karya monumental yang mengubah
paradigma dan perilaku. Konsep bangsa lndonesra asli dijelaskan
sebagai orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pemah menerima kewarganegaraan lain atas
kehendak sendiri Konsep itr.r diilhami paradigma, bahwa status
kewarganegaraan seseorang ditentukan status yuridis, bukan etnis dan
ras Dengan d€mikian, perdebatan yang diskriminatif dan konfliktif
tentang asli dan tidak asli sudak ditutup. Tak ada lagr pemojokan atas
etnis tertentu di negeri ini. Semua etnis dan komunitas, secara yuridis,
memilikl tanah yang sama.

Dengan UU inl, takada lagi anak-anak yang harus t€rusir dari
tumpah darahnya hanya karena status yuridls UU ini menegaskan,

Mettga gkat Kas6 I'olitik Aktual dalan lienbelajarut Pettdidikq K(t)drya- 8l
nesama" (Sunarso)



anak yang lahir dari ibu orang Indonesia dan ayah orang asing tidak
otomatis mengikuti warga n€gara ayahnya. Bahkan pada saat
bersamaan, unk boleh menjadi warga negara lndonesia dan warga
negara ayahnya hingga usia 18 tahun. Setelah itu, sang anak boleh
m€ncntukan kewarganegaraan yang dipilih. Anak-anak Indonesia
hasil p€*awimn ayah dan ibu warga negara Indonesia tetapi lahir di
negan-negara yang menganut prinsip izJ soli (menjadi warya negaB
karena kelahiran) seperti AS, juga diakomodai UU ini. Anak-anak
lndonesia bisa menjadi warga negara di mana ia lahir sekaligus warga
negara Indonesia pada saat bqsamaan hingga mereka mencapai rsia
l8 tahun untuk menentukan pilihan. Dalam perspektif ini, kita
m€ngarNr priNip kewarganegaraan ganda terbatas.

Nasib arak-anok
Dad sini terlihat, para wakil r&kyat dan pemerintah berpihak

poda alak-anak bangsa yang lahir hasil dari perkawinan campuran
atau lahi di negara-negan yang menganut prinsip kewarganegaraan
ditcntukan oleh temFat kelahiran, seperti AS. Pembuat UU memahami
b€tapa getimya kehidupan anak-anak yang diombang-ambingkan
status ke\va4an€gtr8arl Kasus-kasus memilukan sering menyentak
kemanusiaan kita" Baoyak aoak harus berpisah dengan ibunya dan
t€rusir dari Indonesia kareoa kesewenangan hukutr! kita. B€rapa
banyak anak basil kawitr campur (berayah orang asing) terkena
implikasi negatif saat onng tuanya berc€rai, Eetrgbaruskan ansk-anak
ihn ayahnya ke neged asal.

Itul lain, perempuan lndonesia yang menikah dengan pria asing
tidak otomatis ikut kewaryanegaraan suami seperti UU sebelumnya. Ia
bisa tetap menjadi warga negara lndonesia. Bahka-n ia bisa menjadi
sponsor suaminya unhrk memiliki status permonefi residence al )
menjadi warga negara Indonesia. Bagi saudata-saudara hita yang
karena alasan tertenh,r menjadi walga negara asing daa ingin kenbali
menjadi warga negara Indonesia, pintu terbuka lebar. Apolagi jika
mcreka menanggalkan kewargan€garaan Indonesianya karena
terpalca.

Speldokuler
Ada terobosan spektakuler. Orang asing yang bedasa dan

mengharumkan nama bangsa dan negara dapat menjadi waIg& n€gan
Indonesia tanpe prcses raturalisasi. Kategori jasa bisa berupa hasil
pikira4 karya seni, atau perannya pada olahnga" Dengan ini kita tak
akan pemah lagi mendengar keluhan seorang Hendrawan yang bjasa
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